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ABSTRAK 

 

 Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan 

dalam hukum perkawinan. Permasalahan pembagian harta perkawinan 

menimbulkan masalah saat terjadinya perceraian, serta terdapat hibah didalamnya 

dan tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaturan hibah dalam harta kekayaan perkawinan 

serta mengkaji pembagiannya menurut UUP dan KUH Perdata.  

 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti 

permasalahan hukum dikaitkan dengan prinsip dan teori-teori hukum yang berlaku. 

Digunakan pula pendekatan kasus (Case Approach) yaitu menelaah kasus yang 

berkaitan dengan permasalahaan harta bersama dalam perkawinan melalui Putusan 

Pengadilan Negeri Batam Nomor 325 Pdt.G/2018/PN Btm. 

 Hasil penelitian menunjukan Ketentuan harta kekayaan pada perkawinan 

menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan 

adanya harta bersama dengan harta bawaan yang dijelaskan pada Pasal 35. Menurut 

KUH Perdata, Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah 

dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan bulat antara suami dan 

istri. Jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima hibah, dan 

memperjanjikannya dalam perjanjian kawin hibah tidak dapat masuk ke dalam harta 

persatuan. Jika terjadi perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan membagi 

rata masing – masing suami dan isteri mendapat ½ (setengah) bagian dari harta 

bersama tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata. Maka 

menurut ketentuan KUH Perdata jika tidak ada perjanjian kawin dan Undang – 

Undang Perkawinan sama – sama menjelaskan jika hibah yang termasuk ke dalam 

harta bawaan tidak dapat dibagi dua. 
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